BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 438, 2021

KEMEN-BUMN. Tanggung Jawab
Lingkungan. Program. Pencabutan.

Sosial.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-05/MBU/04/2021
TENTANG
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BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan tujuan pendirian Badan
Usaha Milik Negara guna turut aktif memberikan
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar
Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan
PER-

tentang Program Kemitraan dan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
09/MBU/07/2015
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi

lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar

Badan Usaha Milik Negara yang berorientasi pada
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Mengingat

pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi,
terarah dan terukur dampaknya, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015
tentang Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan

Usaha Milik Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4305);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut
Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar

keuntungan.
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Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau
Persero yang melakukan penawaran umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum Dberupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi
kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang
saham negara pada Persero dan pemilik modal pada
Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab
atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan
tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada  Direksi dalam  menjalankan  kegiatan
pengurusan Persero.

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada  Direksi dalam  menjalankan  kegiatan
kepengurusan Perum.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran

dasar.
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10. Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas
yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN
atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

11. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perseroan
terbatas yang sebagian besar sahamnya dimilliki oleh
Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan
BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN
dengan BUMN, atau perseroan terbatas yang
dikendalikan oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan
Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak
Perusahaan BUMN dengan BUMN.

12. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN,
adalah  kegiatan yang merupakan  komitmen
perusahaan terhadap pembangunan yang
berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada
ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata
kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah,
terukur dampaknya serta dapat
dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari
pendekatan bisnis perusahaan.

13. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK,
adalah program untuk meningkatkan kemampuan
usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri.

BAB II
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 2
BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

ini.



